PEMERINTAH K.ABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN KEUANGAN

J1. Drs. H. Aziz Haily MA, Sarilamak Kode Pos 26271
\

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900/ Y48 /BK-LK/2019
TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI DALAM
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk upaya konkrit dan niat baik pemerintah daerah
dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan
prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan dalam
mengalokasikan anggaran daerah agar efektif, efisien dana
bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat dirasakan seluruh
lapisan masyarakat maka dirasa perlu untuk menentukan
aplikasi yang akan digunakan dalam mewujudkannya;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a
diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala
Badan Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembanguan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

L1

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran N egara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan  Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengeleloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan  Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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14.

15.

16.

17,

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2005 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun
2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 145).

MEMUTUSKAN ;

Menentukan aplikasi yang akan digunakan dalam Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem
Informasi Keuangan Daerah yaitu :

SO R 1

Aplikasi SIPKD
Aplikasi SIMDA
Aplikasi SISMIOP
Aplikasi SIMGAJI
Aplikasi SISPEKS
Aplikasi SP2D Online

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
digunakan untuk :

1.

Aplikasi SIPKD digunakan untuk  penganggaran,
penatausahaan serta pelaksanaan dan
pertanggungjawaban.

Aplikasi SIMDA digunakan untuk penataan asset Daerah
Aplikasi SISMIOP digunakan untuk pengelolaan PBB
Pedesaan dan Perkotaan.

4. Aplikasi SIMGaji Taspen digunakan untuk Pengelolaan Gaji

PNS Daerah.

5. Aplikasi SISPEKS merupakan aplikasi pengembangan dari

SIPKD yang digunakan untuk pengendalian atau monitoring
keuangan Eksekutif.

6. Aplikasi SP2D Online merupakan aplikasi yang mengambil

data SP2D dari SIPKD dan meneruskannya ke Database
Bank Nagari



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Daerah terhadap
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip
keadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan agar
efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga hasilnya dapat
dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
2019.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diputuskan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 18 September 2019
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